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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sejak bergulirnya era reformasi telah terjadi perubahan dalam sistem 

pemerintahan di negara Indonesia khususnya dalam sistem pemerintahan di daerah. 

Perubahan tersebut adalah diberlakukannya otonomi daerah yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang untuk mengatur dan 

melaksanakan kewenangan dengan leluasa atas prakarsa sendiri sesuai dengan 

kepentingan masyarakat. 

Pemberlakuan otonomi daerah di indonesia sudah cukup lama yaitu 

berlangsung selama 18 tahun lamanya. Selama 18 tahun itu indonesia mnegalami tiga 

kali perubahan dalam perundang-undangan tentang otomoni daerah. Pertama pada 

tahun 1999 untuk pertama kalinya pemberlakuan UU No 22  Tahun 1999 tentang 

pemerintah daerah diresmikan. Kedua pada tahun 2004 diberlakukannya UU No 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menggantikan UU No 22 Tahun 1999 karena 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 

penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Ketiga pada tahun 2014 

diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan 

menggantikan UU No 32 Tahun 2004 karena sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi 
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daerah sehingga perlu diganti. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Dengan diundangkannya undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintah daerah sebagai regulasi revisi atas undang-undang No. 32 Tahun 2004, 

maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah (Pemda) dengan lebih nyata dan riil. Mulai saat itu pemerintah daerah 

mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, 

melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan progam pembangunan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat setempat.1 

Setelah diberlakukannya sistem otonomi daerah maka setiap daerah dituntut 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian diharapkan 

pemerintah daerah dapat memenuhi tanggungjawabnya dalam mengurus rumah 

tangganya dan untuk membiayai kegiatan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus 

selalu dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri 

sehingga akan memperbesar tersediannya keuangan daerah yang dapat digunakan 

untuk pembiayaan pembangunan daerah. 

Salah satu upaya agar lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah serta 

meminimalkan ketergantungan daerah kota dan kabupaten pada pemerintah provinsi, 

maka daerah diberi salah satu kewenangan yaitu di bidang keuangan. Untuk itu 
                                                           
1Leo,Agustino. (2008) Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung: ALFABET. 
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Pemeritah harus mandiri dengan berusaha mencari sumber-sumber pendapatan asli 

daerah dari potensi daerah sendiri. Salah satu sumber yang sangat potensial untuk 

dikembangkan dalam upaya mengatur dan mengurus rumah tangga daerah adalah 

pajak daerah. 

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul merupakan 

kantor instansi pemerintah yang bergerak dibidang jasa.  BKAD mengelola berbagai 

jenis pajak daerah berdasarkan Perda No 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. 

Jenis-jenis pajak daerah yang ada di dinas ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air 

Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet. Untuk mengoptimalkan pajak reklame 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pemerintah 

mengeluarkan peraturan baru yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomer 08 tahun 

2012 dan diganti dengan Perbup no 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan 

Pajak Reklame. Pada pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

merupakan termasuk dalam pajak daerah, sehingga pelaksanaannya harus diatur 

dengan Peraturan Daerah. Kabupaten Bantul sudah  memiliki Peraturan Daerah 

terkait BPHTB, yakni Peraturan Daerah Kabupaten  Bantul No 09 TAHUN 2010 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BKAD kabupaten 

Bantul berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang mempunyai 

tugas untuk memantau penerimaan pendapatan yang berupa pajak dan retribusi. Salah 
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satu unsur dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai prosentase yang 

besar bagi peningkatan pendapatan daerah adalah pajak daerah. 

Dengan di berlakukannya kebijakan pajak reklame diharapkan reklame yang 

ada di Bantul akan lebih teratur. Maka dari itu pengimplementasikan pajak reklame 

merupakan tahap yang paling rumit dalam pelaksaannya. Sehingga dalam  

pelaksanaannya pajak reklame dapat tercapai tujuannya. Ketika implementasi pajak 

reklame tersebut berjalan dengan baik, maka tujuan bisa tercapai, apabila 

implementsi kurang berjalan dengan baik, maka tersebut akan sulit dicapai. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengimplementasikannya yaitu 

komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur birokrasi.2 

 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 

media periklanan yang besar yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, 

misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Reklame berasal dari kata re-

clamare (bahasa Latin: Re=berulang, clamare=seruan). Reklame berisi iklan yang 

ditujukan untuk dilihat pejalan kaki maupun pengendara bermotor yang melewatinya. 

Reklame umumnya berisi ilustrasi yang besar dan menarik, disertao dengan slogan.3  

Reklame merupakan suatu media yang dapat memberikan informasi dan 

biasanya reklame di pasang disepanjang titik jalan umum. Dengan di pasangnya 

reklame maka informasi berupa jasa maupun produk itu akan cepat tersampaikan oleh 

yang membacanya. Oleh karena itu banyak reklame-reklame ditemui di sepanjang 

                                                           
2 Leo,Agustino. (2008) Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung: ALFABETA. 
3 Panjalu,Wiranggani. (2013) Membangun Usaha Las dan reklame Yogyakarta: Istana Media. 
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titik jalan khususnya di daerah Bantul. Dengan demikian pajak reklame diharapkan 

mampu meningkatkan potensinya untuk meningkatkan kemandirian serta 

meningkatkan daerah dalam pembiayaan keuangan daerah yang mampu mendorong 

pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan perekonomian yang dapat 

memajukan daerahnya. 

Masih banyak reklame-reklame di jalan Bantul yang mengganggu keindahan 

kota, reklame itu menempel pada batang pohon di pinggir jalan. Reklame ada juga 

yang dibentangkan di pohon yang satu dengan pohon yang lainnya. Untuk itu perlu 

kita ketahui bahwa masih banyak reklame yang sembarangan dipasang dan reklame 

yang tidak mempunyai izin. Pelanggaran reklame tahun 2017 terdapat 1200 an kasus 

pelanggaran reklame yang tidak berijin maupun melanggar aturan.4 Pemerintah 

Bantul harus bersitegas dalam menertibkan reklame-reklame yang mengganggu dan 

tidak mempunyai izin. 

Pemkab Bantul akan melakukan penyisiran sekaligus penertiban terhadap 

reklame-reklame ilegal dan melanggar aturan. Diawali dengan pelepasan konten iklan 

rokok pada papan reklame yang berada di simpang empat Gose, Kecamatan Bantul, 

Kamis (30/3/2017). Bupati Bantul Suharsono sudah menginstruksikan kepada 

instansi terkait untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan papan-papan 

reklame tersebut. Sejauh ini, pihaknya sudah mendapatkan laporan adanya belasan 

papan reklame ilegal dengan tinggi lebih dari 10 meter dan ukuran lebih 5 x 8 meter. 

Selain itu, penertibkan konten reklame rokok yang melanggar aturan. Sesuai perda, 

                                                           
4 Wawancara dengan perwakilan Satpol PP Bapak Sismadi pada tanggal 2-05-2018. 
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pemasangan iklan rokok dilarang di radius 200 meter dari bangunan terluar sekolah 

dan tempat ibadah.5 

Pada 07 April kemarin di ringroad selatan tepatnya barat Rumah Sakit Bedah 

dusun Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul terjadi kecelekan saat seorang karyawan 

melepas banner dipapan reklame. Saat mau melepas banner diduga karyawan 

tersebut menyangkut kabel listrik bertegangngan tinggi dan menyebabkan tersengat 

listrik dan akhirnya meninggal. Papan reklame tersebut hanya berjarak setengah 

meter dari kabel PLN. 6 Dalam penyelenggaraan iklan, sesuai perda papan reklame 

dilarang dipasang ditiang listrik. Perlu adanya penataan ulang penempatan reklame 

yang berdekatan dengan aliran listrik, selain sangat berbahaya, dapat mengancam 

jiwa dan keselamatan orang lain. 

Dalam pelaksanaan pajak reklame masih banyak reklame yang tidak berijin 

dan yang melanggar sehingga mengakibatkan pelaksanaan pajak reklame tidak 

berjalan dengan baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah kabupaten Bantul melalui 

Badan Keuangan dan Aset daerah dalam melaksanakan proses perpajakan harus 

mengimplementasikan Perbup 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Pajak Reklame 

dengan baik sesuai peraturan. Sehingga implementasi pajak reklame dapat berjalan 

baik dan tujuan dapat tercapai. 

                                                           
5 Nina atmasari,belasan reklame illegal dibantul ditertibkan, 
http://old.solopos.com/2017/03/30/belasan-reklame-ilagal-di-bantul-ditertibkan-805797. diakses 10-
04-2017 jam 14:20 
6 Humas polres bantuldiy, ari gunawan tersengat listrik saat copot baner di papan reklame, 
http://www.tribratanewsbantul.com/2017/04/ari-gunawan-tersengat-listrik-saat.html, diakses 11-
04-2017 jam 07:30 

http://old.solopos.com/2017/03/30/belasan-reklame-ilagal-di-bantul-ditertibkan-805797
http://old.solopos.com/2017/03/30/belasan-reklame-ilagal-di-bantul-ditertibkan-805797
http://www.tribratanewsbantul.com/2017/04/ari-gunawan-tersengat-listrik-saat.html
http://www.tribratanewsbantul.com/2017/04/ari-gunawan-tersengat-listrik-saat.html
http://www.tribratanewsbantul.com/2017/04/ari-gunawan-tersengat-listrik-saat.html%20diakses%2011-04-2017
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Dari latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkajinya dalam sebuah 

skripsi yang berjudul “ ANALISIS IMPLEMENTASI PERBUP NO 22 TAHUN 

2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME “  

 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan 

tujuan penulis yang ingin dicapai, maka dari itu harus ada rumusan masalah supaya 

pembahasan karya tulis ini terfokus dan tidak melebar dari apa yang dikehendakinya. 

Dari latar belakang diatas ada beberapa rumusan masalah yang dapat kita ambil : 

(1) Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perbup No. 22 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten Bantul ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

(1) Untuk mengetahui, mencari dan mempelajari faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi pajak reklame, dan juga termasuk faktor-faktor 

pendukung dan faktor-faktor yang tidak mendukung implementasi pajak 

reklame di kabupaten Bantul. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

kajian study tentang implementasi kebijakan perpajakan dari perspektif kebijakan 

pemerintah. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang 

dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis  

(1) Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan 

program Strata 1 (S1) Pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Isipol 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

(2) Diharapkan dapat memberikan informasi terkait indentifikasi faktor-faktor 

yang dapat diolah dan dianalisa dalam proses perusmusan dan implementasi 

kebijakan pajak reklame sehingga dapat memberikan masukan pemerintah 

daerah setempat untuk mendesain dan mengkaji kembali. 

(3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

para praktisi. 

(4) Bagi peneliti dan pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang 

implementasi Perbup No 22 tahun 2017 tetang tata cara pengelolaan pajak 

reklame di Kabupaten Bantul. 
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1.5. Kerangka Teori 

1.5.1. Kebijakan Publik 

1.5.1.1. Definisi Kebjakan Publik 

Istilah kebijakan publik (public policy) sebenarnya telah sering kita dengar 

dalam kehiduoan sehari-hari dan dalam kegiatan akedemis, seperti dalam kuliah-

kuliah ilmu politik. Menurut Charles O.Jones, istilah kebijakan (policy tern) 

digunakan praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau 

keputusan yang sangat berbeda. 

Secara umum, istilah ‘kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku 

seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga 

pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.7 

Thomas R. Dye mengatakan bahwa, kebijakan adalah apa yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (1995:1). 

Harold Laswell mendefinisikan suatu progam yang dilakukan dengan tujuan dan nilai 

tertentu, dan praktek-praktek tertentu (1979, 4) 

Carl I.Friedrick mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang 

diusulkan seseorang, kelompok atau pemeritah dalam suatu lingkungan tertentu, 

dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut 

ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang adadalam 

rangka mencapai tujuan tertentu (1963, 79). 

Richard Rose (1969:x) pun berupaya memberikan definisi keijakan public 

sebagai, banyak atau sedikitnya kegiatan yang saling berhubungan dari sebuah 
                                                           
7 Winarno,Budi.2014.Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Study kasus).Yogyakarta.CAPS 
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rangkaian panjang dan memiliki konsekuensi yang berkepentingan keputusan yang 

berlainan. 

James Anderson (1984:3) memberikan pengerian atas definisi kebijakan 

public, dalam bukunya Public Policy Making, kebijakan publik adalah  serangkaian 

kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh seseorang aktor atau kelompok aktor  yang 

mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang behubungan dengan masalah atau suatu 

yang diperhatikan.8 

 

1.5.1.2. Tahap-tahap Kebijakan 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena 

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu 

beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi 

proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan 

pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita didalam mengkaji kebijakan 

publik. Namun demikian, dalam membagi tahap-tahapnya mungkin ada beberapa ahli 

yang berbeda dalam urutannya. Misalnya seperti tahap penilaian kebijakan, namun 

tahap tersebut bukan tahap akhir tapi masih ada tahap hali yaitu tahap perubahan dan 

penghentian. Berikut ini adalah tahap-tahap kebijkan publik : 

(1) Penyususan agenda, pada tahap ini akan dipilih atau diangkat para pejabat 

untuk menempatkan masalah pada agenda pulik. Masalah-masalah akan 

dipilih dan berkompetisi sebelum masuk agenda kebijakan. Setelah itu 

beberapa masalah masuk ke agenda kebijkan para perumus kebijakan. 
                                                           
8 Leo,Agustino. (2008) Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung: ALFABETA. 
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Masalah-masalah tersebut mungkin belum pernah disentuh sama sekali dan 

sementara yang masalah lain ditetapkan menjadi fokus, atau masalah yang 

tertunda karena alasan tertentu untuk ditunda. 

Penyusunan agenda 

 

Formulasi kebijakan 

 

Adopsi kebijakan 

 

Implemetasi kebijakan 

 

Evaluasi kebijakan 

(2) formulasi kebijakan, pada tahap ini masalah sudah masuk ke agenda 

kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah masalah 

didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan 

masalah tersebut berasal dari beberapa alternatif atau pilihan kebijakan yang 

ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam 

agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing 

alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk 

memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” 

untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

(3) Adopsi kebijakan, pada tahap ini akan diberikan banyak alternatif kebijakan 

yang ditawarkan oleh perumus kebijakan. Dari semua alternatif tersebut 
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akan dipilih dan diadopsi dengan dukungan semua legiislatif, konsensus 

antara pimpinan lembaga/keputusan peradilan.  

(4) Implemetasi kebijakan, pada tahap ini progam kebijakan jika di 

implementasikan hanya akan menjadi sebuah dokumen. Oleh karena itu 

alternatif pemecahan masalah yang di ambil dan menjadi suatu progam 

kebijakan harus diimplementasikan dan dilaksanakan oleh badan 

administrasi atau lembaga pemerintah di bawah. Kebijakan dilaksanakan 

oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan 

manusia. Pada tahap ini berbagai instansi akan saling bersaing. Implementasi 

ada beberapa yang didukung para pelaksana dan mungkin  ada juga yang 

ditentang. 

(5) Evaluasi kebijakan, Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi atau penilaian 

dari kebijakan yang telah dilaksanakan, untuk melihat sejauh mana 

kebijakan mampu memecahkan masalah. Pada dasarnya kebijakan dibuat 

untuk memecahkan masalah masyarakat dan mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Oleh karena itu kebijakan publik mendapatkan hasil yang 

diinginkan dari kriteria atau ukuran-ukuran yang menjadi dasar yan telah 

ditentukan.9 

 

 

 

 
                                                           
9 Winarno,Budi.2014.Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Study kasus).Yogyakarta.CAPS 
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1.5.2. Implementasi Kebijakan 

1.5.2.1. Definisi Imlementasi kebijakan  

Implementasi kebijakan adalah tahap paling rumit dalam proses kebijakan 

publik, sebab pada tahap implementasi inilah terdapat implikasi atau dampak dari 

kebijkan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 

variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Oleh karena 

itu, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel isi kebijakan dan lingkungan 

kebijakan. Dua hal ini harus didukung oleh hubungan antar organisasi, sumber daya 

organisasi dan karakteristik kemampuan agen pelaksana. 

Eugene Bardach (1991:3), mengatakan bahwa membuat kebijakan atau 

progem itu kelihatan bagus diatas kertas, akan lebih sulit dalam merumuskannya 

dalam kata-kata atau slogan-slogan bagi para pemimpin atau para pemilih yang 

mendengarkannya. Yang paling sulit itu dalam melaksanakannya dengan cara 

memuaskan semua orang termsuk seperti klien. 

Daniel Mazmanian dan Paul Sabdbatier mengatakan implementasi kebijakan 

adalah pelaksana kebijakan dasar yang meliputi undang-undang, bisa juga perintah 

atau keptusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan 

tersebut digunakan untuk mengatasi masalah untuk mencapai tujuan atau sasarn yang 

ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 

implementasinya. Dalam bukunya implementation and pablic policy (1983:61). 

Van Meter dan Van Horn (1975), mengatakan implementasi kebijakan adalah 

tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau pejabat pemerintah atau 
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juga swasta yang diarahkan pada keputusan kebijakan  demi tercapainya tujuan yang 

diinginkan. 

Merrile Grindle mendefinisikan sebagai pengukuran keberhasilan implementasi dapat 

dilihat dari prosesnya,dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan proa sesuian 

dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action progam dari individu projects 

dan yang kedua apakah progam tersebut tercapai.  

Chief J. O. Udoji mendefinisikan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan 

merupakan kegiatan paling penting mungkin lebih penting dari pada pembuatan 

sebuah kebijakan, karena kebijakan hanya akan menjadi sebuah impian atau rencana 

yang bagus dalam sebuah arsip kalau tidak diimplementasikan.10 

 

 

1.5.2.2.  Faktor-faktor yang terhadap implementasi kebijakan 

George C. Erwards III mengajukan ada empat faktor yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan, yaitu: faktor 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 

(1) Faktor komunikasi 

Dalam hai ini secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses 

komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi adalah 

sebelum penentu kebijakan menentukan sebuah keputusan, yang harus menyadari 

bahwa sesuatu keputusan telah di buat dan suatu perintah untuk melaksanakan telah 

dikeluarkan. Hal ini sering terjadi tidak terlaksananya program karena seringkali 
                                                           
10 Leo,Agustino. (2008) Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung: ALFABETA.hal 140 
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dimulai dari komunikasi yang tidak baik antara stakeholder kebijakan. Hal ini banyak 

sekali ditemukan keputusan-keputusan diabaikan dan seringkali terjadi 

kesalahpahaman terhadap keputusan yang di keluarkan. Sedangkan konsistensi adalah 

jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksana harus konsisten 

dan jelas. Walaupun unsur perintah tersebut memiliki kejelasan, tetapi bila perintah 

tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana 

kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Edwards ada enam faktor 

yang mengidentifikasikan ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor 

tresebut adalah kompleksitas kebijkan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok 

–kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-

masalah dalam memulai suatu kebijkan baru, menghindari pertanggungjawaban 

kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan ( ranah hukum). 

(2) Faktor Sumberdaya 

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar 

dapat terwujud. Yang dimaksud sumberdaya yakni, sumberdaya manusia dan 

sumberdaya financial. Tanpa adanya sumberdaya, kebijakan hanya akan tinggal 

dikertas saja menjadi dokumen. 

(3) Faktor Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku ) 

Disposisi merupakan sikap para pelaksana yang dimiliki seperti kejujuran, 

komitmen, dan demokratis. Jika para pelaksana memiliki sikap yang baik, maka dia 

akan menjalankan dengan baik seperti yang diinginkan pembuat kebijakan. Apabila 

para pelaksana memiliki sifat lain maka dalam implementasinya tidak efektif. 

(4) Faktor Struktur birokrasi 
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Dalam struktur birokrasi terdapat struktur organisasi yang mempunyai tugas 

mengimplementasikan kebijakan dan mempunyai pengaruh penting. Apsek penting 

yang ada disetiap organisasi adalah standar operating procedure atau SOP. SOP 

tersebut menjadi acuan untuk melakukan tindakan bagi pelaksana. Struktur organisasi 

yang panjang akan menimbulkan pengawasan yang lemah dan prosedur birokrasi 

akan menjadi sulit dan mengakibatkan aktifitas ornasisasi tidak fleksibel.11 

Van Metter dan Van Horn mengatakan ada enam variabel yang dapat 

mempengruhi kinerja kebijakan tersebut : 

1. Ukuran Tujuan Kebijakan  

Dalam kinerja pelaksanaan dapat diukur dari tingkat keberhasilannya jika  

apabila ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur 

yang ada di level pelaksana. Ketika ukuran dan tujuan terlalu ideal dilevel 

warga maka agak sulit merealisasikan kebijakan tersebut pada titik yang 

dikatakan berhasil.   

2. Sumberdaya 

Sumberdaya merupakan sesuatu yang penting dalam implementasi, salah 

satunya adalah manusia. Dalam melaksanakan kebijakan diperlukan 

sumberdaya manusia yang berkuallitas sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan. Tetapi jika kompetensi dan kapabilitas sumberdaya itu nihil 

kinerja dalam melaksanakanya sangat sulit diharapkan. Tetapi masih ada 

sumberdaya lainnya yang perlu diperhitungkan yaitu sumberdaya finansial 

dan waktu. 
                                                           
11 Opcit 
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3. Karakteristik Agen Pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi 

informal yang akan terlibat pengimlpentasian kebijakan publik. Hal ini sangat 

penting karena kinerja kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi 

oleh ciri-ciri yangtepat dan cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, 

implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubahperilaku atau 

tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah 

berkarakteristik keras dan ketat pada aturan dan sanksi hukum. Sedangkan 

bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilakau dasar manusia, maka 

dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak 

setegas pada gambaran yang pertama. 

4. Sikap / Kecenderungan (Dispositoin), para Pelaku 

Sikap pelaku dalam mengimplementasi yang dapat mengalami penolakan atau 

penerimaan dari para pelaksana dan dapat mempengaruhi berhasil atau tidak 

kinerja implementasi kebijakan. Karena mungkin kebijakan tersebut bukan 

dari hasil formulasi masyarakat setempat yang paham betul dengan apa yang 

mereka butuhkan, melainkan kebijakan dari atas yang keputusan tersebut 

diambil belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau permasalahan yang 

ingin diselesaikan. 

5. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana 

Komunikasi sangat penting sehingga dalam koordinasi antar organisasi tidak 

terjadi kesalahan. Maka dari itu diperlukan koordinasi komunikasi yang baik 

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. 
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6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Yang terakhir adalah lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan kebijakan pubik.  Seperti lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 

yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dan kegagalan kinerja 

implementasi kebijakan. 

Merilee S. Grindle memberikan 2 variabel yaitu Isi kebijakan dan konteks 

kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan  (1980:5). 

1. Content of Policy menurut Grindle adalah: 

a. Kepentingan–kepentingan yang mempengaruhi (Intererst Affected) 

Dalam implementasi kebijakan dipengaruhi dan melibatkan berbagai 

kepentingan. Maka dalam pelaksanaan kebijakan akan dipenuhi 

banyaknya kepentingan yang pengaruh pada implementasi. 

b. Tipe manfaat (Type of Benefits) 

Dalam suatu Implementasi kebijakan pasti menghasilkan beberapa 

menfaat yang menunjukan dampak positif dalam mengimplementasikan 

kebijakan. 

c.  Derajat perubahan yang ingin dicapai (Extent of Change Envision) 

Kebijakan yang dilakukan pasti ada target yang ingin dicapai, maka pada 

pelaksanaan kebijakan yang ingin dicapai diperlukan skala yang jelas 

dalam perubahan target kebijakan. 

d.  Letak pengambilan keputusan (Site of Decision Making) 
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Dalam kebijakan diperlukan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan 

suatu kebijakan, maka pengambilan keputusan mempunyai peran penting 

dalam melaksanakan kebijakan. 

e. Pelaksana progam (Progam Implementer) 

Diperlukan pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk 

melaksanakan kebijakan guna menjalankan kebijakan dengan baik. 

f.  Sumber-sumber daya yang digunakan (Resources Commited) 

Diperlukan juga sumber-sumber daya yang lain yang dapat mendukung 

implementasi berjalan dengan baik. 

2. Context of policy menurut Grindle adalah : 

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat 

(Power, Interest, and Strategy of Aktor Involved) 

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor dalam kebijakan sangat 

berbugana untuk memperlancar jalannya implementasi kebijakan. Maka 

dari itu perlu diperhitungkan dengan matang agar pelaksanaannya 

berjalan dengan lancar. 

b.  Karakteristik lembaga dan rezim yang bekuasa (Instituation and Regime 

Characteristic) 

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa memberikan pengaruh 

dalam keberhasilan pelaksana suatu kebijakan.. 

c.  Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (Compliance and 

Responsiveness) 
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Dalam proses pelaksanaan kebijakan juga diperlukan kepatuhan dan 

respon dari pera pelaksana, dan dapat melihat sejauh mana kepatuhan dan 

respon para pelaksana dari suatu kebijakan.12 

 

1.5.3. Pajak Daerah 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.13 

Menurut Prof.Dr.P.J.A. Andriani, Pajak adalah iuran kepada negara yang 

dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peratuan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.14 

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.15 

Beberapa pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat antara lain : 

                                                           
12 Agustino, Leo. (2008) Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung: ALFABET 
13 Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 
6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 

14 Darwin.,MBP.(2010).Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.jakarta:Mitra Wacana Media.hlm 15 
15 Perda no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 
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1. Pajak Penghasilan. 

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjuanlan Atas Barang Mewah . 

3. Pajak Bumi dan Bangunan. 

4. Bea Materai. 

Dengan berlakunya Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No 28 

Tahun 2009 tentang Pembagian Pajak Daerah sebagai berikut : 

1. Pajak provinsi antara lain :  

a. Pajak Kendaraan Bermotor. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

d. Pajak Air Permukaan. 

e. Pajak Rokok. 

2. Pajak kabupaten/kota antara lain:  

a. Pajak Hotel. 

b. Pajak Restoran. 

c. Pajak Hiburan. 

d. Pajak Reklame. 

e. Pajak Penerangan Jalan. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

g. Pajak Parkir. 

h. Pajak Air Tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet. 
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j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah yang dimaksud 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah kepentingan pribadi atau badan. Objek retibusi merupakan jenis jasa yang 

disediakan pemerintah dan tidak semua jasa dapat dipungut retribusinya. Karena 

hanya jenis tertentu saja yang dipungut, antara lain jasa umum, jasa usaha dan jasa 

perijinan tertentu. 

Berikut ini merupakan retribusi yang dibagi menjadi 3 antara lain : 

1. Retribusi Jasa Umum 

Merupakan retibusi atas jasa yang bisa dinikmati perseorangan atau badan 

yang disediakan pemerintah untuk kepentingan umum. Antara lain sebagai berikut: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil. 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

f. Retribusi Pelayanan Pasar. 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. 
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j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. 

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair. 

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan. 

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.  

2. Retribusi Jasa Usaha 

Merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan 

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapa pula disediakan oleh sektor 

swasta. Pelayanan pemerintah yang mempunyai tujuan mendapatkan uang yang 

berguna memanfaatkan dan pelayanan pemerintah yang belum disediakan secara 

memadai oleh swasta. Berikut retribusi jasa usaha antara lain : 

(a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

(b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. 

(c) Retribusi Tempat Pelelangan. 

(d) Retribusi Terminal. 

(e) Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

(f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. 

(g) Retribusi Rumah Potong Hewan. 

(h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. 

(i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 

(j) Retribusi Penyeberangan di Air. 

(k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.  
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3. Retribusi Perijinan Tertentu 

Merupakan retribusi yang diambil dari pelayanan perijinan tertentu yang 

mempunyai tujuan pengaturan dan pengawasan yang disediakan pemerintah atas 

pemanfaatan sumberdaya, sarana,prasarana, barang, fasilitas guna melindungi 

kepentingan umum. Berikut retribusi perijinan tertentu antara lain :  

(a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

(b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

(c) Retribusi Izin Gangguan. 

(d) Retribusi Izin Trayek. 

(e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.  

 

1.5.4. Reklame 

Reklame adalah media periklanan yang besar yang biasa ditempatkan pada 

area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. 

Reklame berasal dari kata re-clamare (bahasa Latin: Re=berulang, clamare=seruan). 

Reklame berisi iklan yang ditujukan untuk dilihat pejalan kaki maupun pengendara 

bermotor yang melewatinya. Reklame umumnya berisi ilustrasi yang besar dan 

menarik, disertao dengan slogan.16 

Berdasarkan Perbup No 22 tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan pajak 

reklame, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang 
                                                           
16 Panjalu,Wiranggani. (2013) Membangun Usaha Las dan reklame Yogyakarta: Istana Media. 
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atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh 

umum.17 

Reklame dibagi menjadi 2 jenis yaitu reklame permanen dan reklame 

insedentil 

Tabel 1.1 Jenis-jenis reklame 

Reklame Tetap atau Permanen, antara lain: 
a. Billboard j. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO 
b. Megatron/Videotron/Walt k. Iklan Bus Shelter 
c. TV Media l. Mini jumbo/mini billboard 
d. Neon Sign/Neon Box m. letter sign 
e. Kendaraan n. Prismatek 
f. Display board o. Tembok 
g. Rombong/mini kios p. shop panel 
h. Profesi   
i. Bioskop film   

Reklame Insidentil, antara lain: 
a. Baliho g. Poster 
b. Spanduk h. Melekat (stiker) 
c. Umbul umbul i. Balon udara 
d. peragaan/demo j. Slide/film 
e. chain/gimik k. Selebaran 
f. Tenda l. Banner18 

 

Jenis-jenis reklame terdiri dari : 

1. Reklame billboard atau papan adalah reklame terbuat dari papan, 

logam, fiber, kaca, dan bahan lainnya yang sesuai dengan 

perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel 

bangunan dengan kontruksi tetap dan bersifat permanen. 

                                                           
17 Perbup no 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten bantul 
18 Advertising jogja, jenis-jenis reklame, http://advertisingjogja.com/jenis-jenis-reklame/diakses pada 
13-4-2018 pada hari jumat jam 7:25 

http://advertisingjogja.com/jenis-jenis-reklame/diakses%20pada%2013-4-2018
http://advertisingjogja.com/jenis-jenis-reklame/diakses%20pada%2013-4-2018
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2. Reklame megatron atau vedeotron adalah reklame yang berbentuk 

bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri 

sendiri, menempel bangunan atau diatas bangunan dengan kontruksi 

tetap dan bersifat permanen 

3. Reklame kain adalah reklame yang berbentuk banner, spanduk, 

umbul-umbul, rontek dan berbahan kain dan sejenisnya yang berdiri 

sendiri, menempel bangunan atau diatas bangunan, dengan konstruksti 

bangunan sementara atau semi permanen. 

4. Reklame stiker atau melekat adalah reklame berbentuk bidang yang 

berbahan kertas, plastik logam, cat dan sejenisnya, yang 

pemasangannya dengan cara menempel atau digambar dan bersifat 

permanen. 

5. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan 

bahan kertas atau plastik dan sejenisnya yang penyampaiannya dengan 

cara disebarluaskan atau dibagikan secara langsung kepada orang dan 

bersifat tidak permanen. 

6. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara yang 

berbentuk tertentu, dengan bahan kain, plastik, kertas dan sejenisnya 

sesuai perkembangan jaman, yang pemasngannya berdiri sendiriyang 

dikaitkan pada bangunan atau pesawat udara dan bersifa semi 

permanen. 
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7. Reklame apung adalah reklame yang mengapung diatas air yang 

bahannya kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik, dan bahan jenis 

lainnya. 

8. reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran yang 

bebentuk penyiaran dengan audio elektronik yang bersifat semi 

permanen. 

9. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan 

bahan film/slide yang penyelenggaraannya di gedung, bioskop, atau 

pertunjukan baik dalam ruangan atau luar ruangan yang bersifat semi 

permanen. 

10. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan 

bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan 

atau dikenakan bersifat semi permanen. 

11. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau 

lengkung dengan bahan kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan 

bahan lainnya sesuai dengan perkembangan jamann, yang 

pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki, 

bersifat berpindah pindah.19 

 

 

 

                                                           
19 Perbup no 54 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah no 20 tahun 2015 
tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi. 
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1.5.5. 5. Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 20 

Dengan Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan yang kuat untuk 

menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata,dan 

bertanggungjawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI 

Nomer XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah: Pengauran, 

Pembagian, dan Pemanfaatan Sumbar Daya Nasional yang berkeadailan, serta 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kesatuan Republik 

Indonesia.21 

Pemberlakuan otonomi daerah  pada tahun 1999 untuk pertama kalinya 

pemberlakuan UU No 22  Tahun 1999 tentang pemerintah daerah diresmikan. Kedua 

pada tahun 2004 diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

menggantikan UU No 22 Tahun 1999 karena sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi 

daerah sehingga perlu diganti. Ketiga pada tahun 2014 diberlakukannya UU No 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan menggantikan UU No 32 Tahun 2004 

karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan 

tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Menurut UU 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan tugas 
                                                           
20 Uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 
21 Deddy, supriady.B.(2002).Otonomi Penylenggaraan Pemerintah Daerah.Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama.hal 2. 
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pemerintah daerah dan DPRD dibiyai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah antara lain : 

(1) Pendapatan asli daerah  

(a) Hasil Pajak Daerah 

(b) Hasil Retribusi daerah. 

(c) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaaan daerah 

yang dipisahkan. 

(d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset 

daerah dan jasa giro. 

(2)  Dana perimbangan 

(a) Bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daaya alam. 

(b) Alokasi Umum 

(c) Alokasi khusus. 

(3) Pinjaman Daerah. 

(4) Lain-lain dari pendapatan Daerah yang sah. 

Sesuai dengan uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tiap daerah 

mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam peraturan tersebut 

daerah dapat melakukan pemungutan berupa pajak dan retribusi yang beguna dalam 

pembiayaan kegiatan dan pembangunan pemerintah daerah, sehinnga dapat 

meningkatkan dan meratakan kesejahteraan warga masyarakat. Dengan begitu 

otonomi daerah dapat dilaksanakan. 
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Berdasarkan uu no 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 

untuk mengatur ketentuan-ketentuan pokok pada pelaksanaan pumungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah, serta mengatur menjamin penerapan prosedur umum 

Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. 

Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pembagian Pajak 

Daerah yang terdiri dari : 

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:  

a. Pajak Kendaraan Bermotor. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

d. Pajak Air Permukaan. 

e. Pajak Rokok. 

  

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:  

a. Pajak Hotel. 

b. Pajak Restoran. 

c. Pajak Hiburan. 

d. Pajak Reklame; 

e.  Pajak Penerangan Jalan. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

g. Pajak Parkir. 

h. Pajak Air Tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet. 
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j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

Berdasarkan diatas pajak reklame merupakan salah satu penerimaan pajak 

daerah yang dimana setiap kabupaten diberikan wewenang untuk mengatur dan 

mengurus pajak reklame tersebut. Sumber pendapatan daerah akan digunakan untuk 

keperluan pembiayaan pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah Bantul 

mengeluarkan Perbup No 22 Tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan pajak reklame 

untuk mengatur pajak reklame. 

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda ,alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak 

ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik 

perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang 

dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang 

dilakukan oleh Pemerintah.  

Berdasarkan Perbup No 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak 

reklame mengatur tentang berbagai macam hal antara lain: Pendataan dan 

Pendaftaran Objek Pajak, Data Penyelenggaan Reklame dan SKPD, Dasar Pengenaan 

dan Tarif Pajak, Tata cara pembayaran dan penagihan, Pengurangan Pajak, 

Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif dan Pengurangan atau 

Pembatalan Ketetapan Pajak, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Tata cara 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran, dan Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan, 

Pengendalian. Pajak reklame dapat memberikan sumbangan pendapatan daerah yang 
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lumayan besar dan bantul sendiri cukup berpotensi untuk pemasangan reklame di 

daerah jalan kota bantul. Di zaman sekerang reklame menjadi komsumsi sehari-hari 

masyarakat bantul, setiap kali keluar rumah dan berjalan di kota bantul kita disuguhi 

dengan reklame-reklame yang terpasang dipinggir jalan. 

 

1.6. Definisi Konseptual  

Konsep dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan secara tepat 

fenomena yang hendak diteliti. Konsep merupakan istilah dan definisi yang 

digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau 

individu yang mnejadi pusat perhatian ilmu sosial. 

Melalui konsep diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan 

menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan satu dengan 

yang lain. Adapun konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang berupa 

keputusan-keputusan untuk mengatasi masalah  publik yang dilakukan 

oleh pemerintah. 

(2) Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diarahkan 

pada tercapainya kebijakan dari formulasi kebijakan hingga evaluasi 

kebijakan. 

(3) Pajak daerah adalah pendapatan asli daerah yang  bersifat memaksa 

berdasarkan  undang-undang dan digunakan untuk keperluan daerah serta 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
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(4) Reklame adalah alat, benda atau media yang bertujuan komersial, 

digunakan untuk mengenalkan suatu barang atau jasa ataupun menarik 

perhatian umum pada suatu barang yang dapat dilihat, dibaca, didengar 

dan ditempatkan disuatu tempat umum.  

(5) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 

1.7. Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi 

kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional 

merupakan semacam petunjuk untuk membantu kepada kita tentang bagimana 

caranya mengukur atau mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

implementsi Perbup no 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame. 

Berikut ini ada empat faktor yang menurut George C. Erwards III berpengaruh dalam 

keberhasilan  implementasi kebijakan beserta indikator-indikatornya : 

(1) Indikator pada faktor komunikasi 

a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pajak reklame. 

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus 

jelas dan tidak membingungkan dalam pajak reklame. 
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c. Konsistensi,perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 

haruslah konsisten sesuai aturan dalam pajak reklame. 

(2) Indikator pada faktor sumberdaya 

a. Staf, diperlukan kecakupan staf dengan keahlian dan kemampuan dalam 

mengimplementasikan pajak reklame. 

b. Informasi, informasi mempunyai dua bentuk, pertama informasi 

berhubungan dengan cara melaksanakan dan kedua data kepatuhan dari 

para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah pada pajak 

reklame 

c. Wewenang, kewenangan para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya 

dalam pajak reklame 

d. Fasilitas, fasilitas fisik yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi 

pajak reklame. 

(3) Indikator pada faktor disposisi  

a. Disposisi atau sikap para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 

dibuat okeh para pejabat tinggi yang dapat mengakibatkan hambatn 

apabila tidak dilaksanakan. 

b. Insentif, mendorong para pelaksana untuk melaksanakan perintah dalam 

pelaksanaan pajak reklame 

(4) Indikator pada faktor struktur birokrasi 

a. melakukan Standar Operating Prosedurs (SOP)  
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1.8. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan 

metode ilmiah.Berikut ini akan dikemukakan, jenis penelitian, sumber penelitian data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

1.8.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunkan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang lebih 

berdasarkan pada fenomenoogi yang terjadi.22 Metode kualitatif berusaha memahami 

dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi 

tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Responden dalam metode kualitatif 

berkembang terus secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan dapat dianggap 

memuaskan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang akan 

memberikan deskripsi, gambaran, dokumen atau lukisan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang 

diselidiki.23 

Alasan menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan implementasi Perbup No 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Pajak Reklame yang dilakukan oleh aparatur birokrasi di Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kebupaten Bantul. 

 
                                                           
22 Prof.DR.lexy j. Moleong. (2008) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya.hal 
5 
23 Prof.DR.lexy j. Moleong. (2008) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya. 
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1.8.2. Sumber data penelitian 

Sumber data  secara umum dalam penelitian biasanya dibedakan menjadi dua 

macam yaitu : 

a. Data primer 

yaitu data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber 

primer (data asli). Data primer dalam penelitian ini berupa data/hasil 

wawancara yang penulis lakukan dengan aparatur pejabat publik di Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kebupaten Bantul.  

b. Data sekunder 

yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,  makalah dan dokumen-

dokumen yang berhuungan dengan penelitian yang peneliti lakukan. 

 

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan cara wawancara yaitu 

mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan narasumber. 

Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa 

wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh 

dengan jalan bertanya langsung kepada narasumber. Dalam melaksanakan 

teknik ini dilakukan dengan cara mewawancarai kepala Badan, para staf 

BKAD, DPMPT dan Satpol PP. Pelaksanaan wawancara dengan aparatur 

BKAD dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang 
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implementasi Perbup No 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolan Pajak 

Reklame di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kebupaten Bantul. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melaui dokumen-dokumen, arsip 

dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang 

dibutuhkan untuk mendukung penelitian diatas antara lain berupa data STAF, 

SOP dan Perbup terkait Pajak Reklame.  

 

1.8.4. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data yang 

disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan. Proses awal 

pengolahan data itu dimulai dengan melakukan Reduksi data, yaitu proses 

pemilihan, penyederhanaan pengabstrakan, pengubahan data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada dilapangan. Proses 

ini berlangsug terus-menerus. Banyak infiormasi yang diperoleh peneliti, 

namun tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi 

dalam mengungkap masalah penelitian. Untuk itulah, reduksi data 

perludilakukan setiap saat, sedikit demi sedikit, karena proses ini dilakukan  

diakhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang disaring.  

Penyajian data, yaitu aktifitas menyajikan data hasil penelitian sehingga 

memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat 

merencanakan tindakan berikutnya bila ternyaa masih terdapat data yang 

kurang lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh. 
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Conclution drawing atau verifikasi merupakan aktifitas merumuskan simpulan 

berdasarkan aktifitas sebelumnya. Simpulan ini dapat berupa simpulan 

sementara atau simpulan akhir (final).24 

Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data 

yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan 

dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif 

ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian 

dan untuk menyimpulkan data-data di lapangan yang berhubungan dengan 

implementasi Perbup No 22 Tahun 20117 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Pajak Reklame di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kebupaten Bantul.25 

                                                           
24 Nanang Martono. (2016). Metodologi penelitian sosial. Jakarta. Rajagrafindo Persada.hal 11. 
25 Prof.Dr.Husaini Usman, M. d. (2008). metodologi penelitian sosial.Jakarta: Bumi Aksara. 


